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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan penjabaran pada bab sebelumnya, sehingga mampu ditetapkan

simpulan berikut:

1. Latar belakang kehadiran Komisi Nasional Disabilitas terbentuk karena

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

mengamanahkan untuk dibentuk lembaga non-struktural bersifat independen yang

kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden nomor 68 Tahun 2020

tentang Komisi Nasional Disabilitas. Kehadiran KND dalam UU Penyandang

Disabilitas merupakan bentuk konsekuensi bahwa Indonesia telah meratifikasi

Convention On The Rights Of Persons With Disabilities pada tahun 2011 melalui

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the

Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang

Disabilitas). Namun keberadaan Komisi Nasional Disabilitas menjadi tidak

maksimal karena tidak dilibatkan dalam mekanisme koordinasi antar lembaga

Kementerian maupun lembaga Pemerintah Non-Struktural sehingga KND hanya

sebagai lembaga yang memantau, mengevaluasi dan advokasi terhadap kebijakan

dan program pelaksana UU Penyandang Disabilitas. Komisioner KND

membenarkan hal tersebut, pada kenyataannya KND kesulitan untuk melakukan

koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah karena tidak memiliki kewenangan

untuk melakukan koordinasi.

2. Pada saat ini tata kelola kelembagaan KND masih kurang maksimal melalui pasal

132 UU Penyandang Disabilitas, kewenangan KND yaitu menyelenggarakan

fungsi pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan Penghormatan,

Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Kewenangan tersebut

kurang maksimal sehingga diperlukan perluasan kewenangan terhadap KND agar
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pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas akan semakin efektif dan peran KND

sebagai Lembaga Non-Struktural dapat melakukan fungsi dengan maksimal.

5.2 Saran

Melihat masalah-masalah yang sudah dipaparkan nyatanya terdapat permasalahan

mengenai eksistensi Komisi Nasional Disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Keberadaan KND dianggap tidak

maksimal dalam melaksanakan pemenuhan pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan,

dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, sehingga diperlukannya beberapa

pemecahan masalah tersebut yang dirangkum dalam saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku lembaga yang

berwenang untuk membentuk Undang-Undang, perlu dilakukan pengkajian

ulang terhadap aturan pembentukan Komisi Nasional Disabilitas. Terkait dengan

aturan tersebut telah ditemukan beberapa kekurangan dari segi kewenangan

KND dan tidak sesuai dengan urgensi kehadiran KND di Indonesia. Perlu

adanya revisi dengan penambahan kewenangan KND dalam pelaksanaan

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden selaku lembaga yang

berwenang untuk membentuk Undang-Undang, memerlukan penambahan

kewenangan, seperti;

- KND diberikan penambahan tugas pengkajian dan penelitian terhadap

peraturan perundang-undangan yang berlaku direlevansikan dengan

Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

- KND dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana UU Penyandang Disabilitas serta

lembaga legislatif guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka

hukum, kebijakan dan program yang mendukung upaya-upaya

pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak

Penyandang Disabilitas.
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